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Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana keadaan

Atinggola sebelum dan sesudah pemekaran Kabupaten Gorontalo Utara

Sistim otonomi daerah mengenai penyelengaraan pemerintah dalam konteks

bentuk negara di Indonesia dibagi atas daerah provinsi yang dibagi lagi atas

kabupaten dan kota dan diatur dengan undang-undang. Daerah tersebut diberi

kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan amanat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 2,

bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan menurut asas otonom dan tugas pembantuan. Pemberian

otonom luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan

peran serta masyarakat.

Secara Geografis Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara berada di pesisir

Laut Sulawesi yang merupakan wilayah daerahnya merupakan garis pantai

terpanjang di Propinsi Gorontalo, dengan memiliki potensi sumber daya alam

(hutan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan).

Denganpembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo. Maka

Seiring dengan perkembangannya Kecamatan Atinggola mengalami peningkatan

dari tahu ke tahun yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di wilayah

tersebut.
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